
KOMISI PEMILIHAI{ T'UUM

NOTA PANGKALPII{AI|G

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PE.JABAT PENGEIOLA KEUANGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN

ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang a. bahwa untuk menindallanjuti Surat Pengesahan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun

Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.O1.2.656879 /2023,
Revisi ke 12 Tanggal 6 September 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang tentang Penunjukan dan Penetapan

Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran

2023;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 2

Tahun 2023 tefiang Penunjukan dan Penetapan Pejabat

Pengelola...

SALINAN



Mengingat
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Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang Bagian Anggaran O76 Tahun Anggaran

2023;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (tembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O22 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6827);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara

Republik...
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Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O9|2O19
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 193);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O20

tentang Tlrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan..
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Menetapkan

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O23 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 /PMK.O2|2O22

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

a9al;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.OS l2O22

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1452);

15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penunjukan

dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran

076 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Penunjukan dan Penetapan Pejabat

Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota

Panglalpinang Bagran Anggaran 076 Tahun Anggaran

2023;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PE.IABAT

PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN

ANGGARAN 2023.

KESATU...
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mengubah tampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun

2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola

Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Selcetaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penunjukan

dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076

Tahun Anggaran 2023 tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Keputusan ini.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Sub Bagian Hukum
Daya Manusia,

YULIANA SANDRIANI

SLilulrt

{

\-.), USAR



PEI{UITJUKAN DAN PENETAPAN PB'AAAT PENGELOLA KEUAITGAN KOMISI PEMILIHAT{ UUUM KOTA PANGI(ALPII{AI{G

I"{MPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG
NOMOR 40 TAHUN 2023
TDNTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMIL]HAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.
1dfui'tla

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Sub Bagian Hukum
Daya Manusia,

+

NO. PANGKAT / GOLONGAN JAI}ATAN DALAM PENGELOLA DIPA HONOR YANG
DITERIMA PERBULqN

1 2 3 4 5

I IT. YULIANA SANDRIANI
NIP. 19680720 1993122003

PEMBINATK. I / IVlb KUASA PENGGUNA ANGGARAN Rp3.010.000

2 EKA OKTAVIANA, S.E.
NrP. 1 982 I O I 82009022002

PENATATK.T/tilld PEJAI}AT PEMBUAT KOMITMEN Rp2.92O.0OO

J ADRIANUS YULIZAR, S.M.
NrP. 198604 102020 121007

PENATA MUDA / IIIla PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH

MEMBAYAR

Rpr.250.000

4 DINA AGITA, A.Md.
NIP. 1984 1 2 1 220 lO 122006

PENATA MUDA TK, I / IIIIb BENDAHARA PENGELUARAN Rp1.090.000

5 MUHAMAD FAHRUZI
NrP. 197sO82020 12727003

PENGATUR MUDA TK.I /
rrlb

STAF PENGELOLA Rp810.00O

6 YULIANTIKA CAESERIA Rp810.000

EFRY

S 1
t
t

SAR

YULIANA SANDRIANI-l
2

NAMA / NIP

STAF PENGELOLA


